


















A. Latar Belakang Masalah  
Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, 
mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum 
dan keadilan.1  Kekuasaan negara yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman 
yang merupakan judicial power yakni kekuasaan yang menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi 
terselenggaranya negara hukum.2  
Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang bertugas 
menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tertentu di 
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan 
hukum Islam dalam tingkat pertama di lingkungan peradilan.3 Pengadilan Agama 
sebagai penerapan hukum Islam menangani hubungan hukum antara manusia 
dengan keluarga, yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman 
di Indonesia tentulah mempunyai kesamaan prinsip secara umum dengan 
peradilan umum, di samping persamaan prinsip tentu ada pula perbedaan prinsip 
secara khusus antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sebagaimana di 
ketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di 
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Indonesia, jadi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan 
syari`at Islam sekaligus. 
Pengadilan agama sebagai peradilan yang khusus bagi orang Islam 
tentulah terdapat perbedaan dengan peradilan umum, dengan melihat prinsip-
prinsip persidangan pengadilan agama sebagai berikut : 
1. Personalitas keislaman 
2. Persidangan terbuka untuk umum 
3. Persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan 
4. Hakim aktif memberi bantuan 
5. Setiap berperkara dikenakan biaya  
6. Persidangan harus majelis.4 
Prinsip personalitas keislaman merupakan asas yang pertama yakni, yang 
tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan 
agama, adalah mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Penganut agama lain 
di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk 
kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.5 
Penerapan asas personalitas keislaman ini harus meliputi para pihak yang 
berperkara dan keduanya harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak 
bukan beragama Islam, maka sengketa perkaranya harus diselesaikan pada 
peradilan umum. Demikian juga tentang hubungan hukum harus berlandaskan 
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hukum Islam. Jika hubungan hukumnya bukan berlandaskan hukum Islam, maka 
sengketanya tidak tunduk pada kekuasaan peradilan agama. Jadi maksud atau 
penegasan mengenai asas ini adalah :  
1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. 
2. Perkara yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk 
dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. 
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan 
hukum Islam.6 
Yang menjadi patokan pada penerapan asas personalitas keislaman adalah 
didasarkan kepada patokan umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukum. 
Jika dilihat pada patokan yang umum, maka keislaman seseorang cukup diketahui 
pada faktor-faktornya, artinya jika ia mengku beragama Islam maka pada dirinya 
sudah melekat personalitas keislamannya. Faktanya cukup dilihat pada identitas 
yang dimiliki orang tersebut, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM atau 
tanda bukti lainnya.  
Jika dilihat dari patokan personalitas keislaman yang dijadikan dasar pada 
“saat terjadi” hubungan hukum, maka ada dua syarat yang harus dipegangi, 
pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama 
Islam, kedua, hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum 
Islam. Jika kedua syarat patokan umum dan patokan pada saat terjadinya 
hubungan hukum ini sudah terpenuhi  pada kedua belah pihak, maka pada diri 
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mereka sudah melekat personalitas keislaman dan sengketa di antara mereka 
diselesaikan di lingkungan peradilan agama. Tidak menjadi soal apakah di 
belakang hari atau pada saat terjadinya sengketa, salah seorang di antara mereka 
telah keluar dari agama Islam.7 
Setiap lembaga  peradilan mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. 
Seperti halnya pengadilan agama yang mempunyai kekuasaan absolut untuk 
menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-
perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan 
hukum dan keadilan.8 Adapun perkara yang menjadi kekuasaan absolut 
pengadilan agama di antara orang yang beragama Islam  meliputi bidang 
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi 
syari'ah, seperti yang telah dijelasakan dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 
tentang peradilan agama. 
Selain mempunyai kekuasaan absolut, pengadilan agama juga mempunyai 
kekuasaan relatif yakni pemberian kekuasaan dan wewenang yang berhubungan 
dengan wilayah hukum kerja antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan 
yang sama, antar-Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama, antar-Pengadilan 
Negeri dengan Pengadilan Negeri, antar-Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan 
Pengadilan Tata Usaha Negera, dan seterusnya.  
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Pemberian kekuasaan dan wewenang terhadap pengadilan di lingkungan 
badan peradilan agama pengaturannya tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
undang No. 7 tahun 1989. Rumusan lengkapnya sebagai Berikut :  
Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.9 
 
Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan: 
“Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau 
kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, 
tetapi tidak tertutup kemungkkinan adanya pengecualian”. 
 
Tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal 
ini meliputi satu Kota Madya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu 
sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di kabupaten 
Riau terdapat empat buah pengadilan agama, karena kondisi transportasi yang 
sulit.10 
Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 
54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada 
Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara 
khusus dalam Undang-undang tersebut.  
Adapun hukum  acara yang dipakai di Peradilan Umum diberlakukan juga 
untuk Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 
1. Reglement op de Burgerlink Rechtsvordering (B.Rv) 
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2. Het Herzience Indonesie Reglement (HIR) 
3. Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) 
4. Burgerlijke Wetbook voor Indonesia (B.W.) 
5. Wetboek van Koophandel (Wv.K) 
6. Peraturan Perundang-undangan 
a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Acara Perdata dalam hal 
banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa Madura . 
b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
c) Undang-undang Nomor 14  Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 
mengenai acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi 
dalam proses berperkara di Mahkamah Agung RI. 
d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang tersebut.  
e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
f) Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum 
Islam  
g) Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan 






h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 
Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 
i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
7. Yurisprudensi 
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI11 
Dari unsur normatif yang telah dijelaskan di atas tidak terlepas dari asas 
umum yang melekat pada batang tubuh UU No. 7 Tahun 1989, khususnya 
mengenai asas yang pertama yakni asas personalitas keislaman dan asas ini diatur 
dalam pasal 2 penjelasan umum angka 2 alenia ke tiga dan pasal 49 ayat (1) 
Undang-undang No. 7 Tahun 1989.  
Jadi penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan 
yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan 
kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan hukum 
berdasarkan hukum Islam. Apabila asas personalitas didukung oleh hubungan 
hukum berdasarkan hukum Islam, barulah sengketanya mutlak tunduk menjadi 
kewenangan peradilan agama, serta hukum yang mesti diterapkan dalam 
menyelesaikan perkara harus berdasarkan hukum Islam.12 Sesuai dengan 
ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang menerangkan bahwa : 
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“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”13 
Sengketa pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila para pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat melangsungkan suatu perkawinan yang telah di tetapkan 
dalam undang-undang, hal ini terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 yang menjelaskan ; 
”perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan” 
 
Keterangan lebih lanjut dalam hal perkawinan yang dapat dibatalkan di 
jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 yang menyatakan bahwa ; 
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian hari diketahui masih menjadi 
isteri pria lain yang ma>fq{u>d. 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan 
dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974. 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak. 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
 
Selanjutnya PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan : 
Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak 
yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, 
suami atau isteri”14 
Pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya 
dengan Nomor putusan No. 903/Pdt.G/2007/PA.Sby dinyatakan batal dengan 
alasan penipuan status. Awal dari permasalahan sengketa tersebut, pertama 
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penggugat (isteri pertama) dan tergugat I (suami) melangsungkan perkawinan di 
Kantor Catatan Sipil karena keduanya adalah non muslim, dan telah dikarunia 
tiga orang anak, tidak lama kemudian tergugat I tanpa persetujuan penggugat dan 
tanpa izin dari pengadilan agama menikah lagi dengan tergugat II (isteri kedua) 
yang beragama Islam di KUA, dengan memalsukan identitas bahwa tergugat I 
berstatus jejaka dan beragama Islam (mu`allaf). Oleh karena Penggugat merasa 
dirugikan dan di tipu oleh tergugat I sedangkan perkawinan antara tergugat I dan 
tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 
poligami, maka penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan 
Agama Surabaya sampai perkara tersebut diputuskan dan menyatakan  bahwa 
perkawinan antar tergugat I dan tergugat II batal. 
Melihat fakta yang telah terjadi pada penerimaan perkara dari penggugat 
dan tergugat non muslim dalam masalah pembatalan perkawinan di Pengadilan 
Agama Surabaya, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan teori asas  
personalitas keislaman yang ada di  Pengadilan Agama, mendorong penulis untuk 
meneliti dan menganalisis sejauh mana pengadilan agama Surabaya  menentukan 
patokan asas personalitas keislaman sehingga gugatan tersebut dapat di terima di 
Pengadilan Agama.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa 





1) Apa dasar patokan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama 
Surabaya dalam menerima perkara dari penggugat dan tergugat non muslim? 
2) Apa saja dasar pertimbangan hukum para hakim dalam menyelesaikan perkara 
pembatalan perkawinan dengan penggugat dan tergugat non muslim? 
3) Bagaimana tinjauan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 terhadap penerimaan 
perkara pembatalan perkawinan dari penggugat dan tergugat non muslim di 
Pengadilan Agama Surabaya? 
C. Kajian Pustaka 
Kajian tentang asas personalitas keislaman ini bukan hanya pertama kali 
ini dikaji tetapi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagaimana yang telah 
diungkapkan oleh : Yuni Ika Sari tahun 2004 dalam tulisannya “Pelaksanaan 
Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus 
Permohonan Poligami)” yang membahas tentang penolakan pengajuan 
permohonan izin poligami berdasarkan asas personalitas keislaman, Pengadilan 
agama Gresik menolak perkara permohonan izin poligami dengan alasan 
penggugat non muslim, serta relevansi penerapan asas personalitas keislaman 
dalam permohonan izin poligami dengan teori-teori patokan asas personalitas 
keislaman yang ada. 
Selain itu dalam tulisan  M. Syaifuddin  tahun 2005 “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Asas Personalitas Keislaman bagi Penasehat Hukum di 





tinjauan hukum Islam terhadap keislaman penasehat hukum dalam berperkara 
mewakili cliennya di Pengadilan Agama yang semestinya pengadilan agama 
adalah badan peradilan yang khusus menangani perkara perdata bagi orang yang  
beragama Islam, serta hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang 
berperkara  adalah berdasarkan hukum islam.    
Terdapat pula pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini tentang 
pembatalan perkawinan yang telah di bahas oleh peneliti sebelumnya, oleh M. 
Bashori tahun 2006 tentang masalah pembatalan perkawinan karena poligami di 
Pengadilan Agama Madiun dan yang ke dua oleh.M. Ihsan Maulana Tahun 2004 
tentang pembatalan perkawinan karena identitas  palsu atau penipuan status di 
Pengadilan Agama Banyumas. 
Dari beberapa peneliti di atas dapat di tarik kesimpulkan bahwa asas 
personalitas keislaman sebagai penolakan permohonan izin poligami dan tinjauan 
hukum Islam terhadap penasehat hukum non muslim di Pengadilan Agama 
berdasarkan asas personalitas keislaman, berbeda dengan penelitian yang akan 
dibahas oleh penulis dari sisi penerimaan dan penolakan perkaranya berdasarkan 
asas personalitas keislaman, para peneliti sebelumnya membahas tentang 
penerimaan perkara berdasarkan asas personalitas keislaman sedangkan 






Selanjutnya mengenai pembatalan dengan alasan poligami atau  
pemalsuan identitas yang telah di bahas panjang lebar oleh peneliti-peneliti 
sebelumnya kiranya pembahasan tersebut sudah cukup dan mungkin hanya perlu 
perkembangan saja. Oleh karena hal tersebut sudah banyak dibahas maka 
pembahasan yang akan penulis paparkan dalam hal ini fokus pada penerimaan 
perkara dari penggugat dan tergugat non muslim berdasarkan patokan asas 
personalitas keislaman  di Pengadilan Agama Surabaya dalam masalah 
pembatalan perkawinan. 
 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui tentang sejauh mana patokan asas personalitas keislaman 
dalam penerimaan perkara di Pengadilan Agama Surabaya. 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara 
pembatalan perkawinan dari penggugat dan tergugat non muslim di 
Pengadilan Agama Surabaya. 
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Undang-undang No. 7 Tahun 1989  
tentang peradilan agama dalam menerima  perkara pembatalan perkawinan 
dari penggugat dan tergugat non muslim di Pengadilan Agama surabaya. 
 





Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal memberi 
sumbangsih pemikiran sekurang-kurangnya dalam dua aspek ;  
a. Aspek toritis, yaitu sebagai kajian hukum keluarga islam khususnya bagi 
mahasiswa-mahasiswi fakultas syari’ah dan bagi siapa saja yang ingin 
belajar mengkaji lebih dalam tentang hukum keluarga  Islam mengenai asas 
personalitas keislaman di pengadilan agama. 
b. Aspek praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran 
bagi mahasiswa-mahasiswi, para praktisi hukum dan peneliti selanjutnya, 
yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman dalam penerimaan 
perkara di pengadilan agama. 
 
F. Definisi Operasional 
Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian 
yang dimaksud oleh skripsi ini tentang beberapa istilah-istilah pokok yang 
tercantum didalamnya, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi 
terhadap istilah-istilah pokok yang tentunya terkait dengan judul skripsi ini yaitu :  
Penggugat                        : Orang yang mengajukan gugatan dalam 
berperkara di Pengadilan Agama 
 






Non muslim                      : Seorang yang tidak beragama Islam. Yang 
dimaksud dalam hal ini adalah para pihak yang 
berperkara tidak beragama Islam. 
Pembatalan perkawinan : Putusnya perkawinan karena adanya suatu hal 
yang mengharuskan perkawinan tersebut harus di 
batalkan oleh para pihak yang telah di tentukan 
dalam Undang-undang dengan alasan-alasan 
tertentu. 
Pengadilan Agama            
: 
Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, 
dan memutus setiap permohonan atau gugatan 
perkara perdata Islam pada tingkat pertama.15 
Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan 
Agama Surabaya Kelas 1A. 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode deskriptif analitik, dan menggunakan pola pikir 
deduktif yaitu menggambarkan teori/dalil yang bersifat umum dan selanjutnya 
dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang khusus. dan untuk memperoleh data 
atau materi yang diperlukan dalam hubungannya dengan pokok permasalahan 
maka penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normative. 
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1. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri atas data-data tentang 
a) Data yang terkait dengan isi putusan Pengadilan Agama Surabaya, 
putusan No. 903/Pdt.G/2007/PA. Sby 
b) Alasan-alasan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 
Surabaya dalam menerima perkara dari penggugat dan tergugat non 
muslim dalam masalah pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 
Surabaya. 
c) Dasar-dasar hukum yang meliputi Undang-undang atau peraturan tentang 
Peradilan Agama. 
2. Sumber Data  
Sumber data yang akan digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah 
sebagai berikut :  
a. Sumber Primer  
1. Dokumen-dokumen resmi putusan dan dasar pertimbangan hakim 
Pengadilan Agama Surabaya. 
2. Penjelasan hakim dan panitera Pengadilan Agama Surabaya. 
3. Prosedur tentang penerimaan perkara di Pengadilan Agama Surabaya 
berdasarkan asas personalitas keislaman. 
4. UU No. 7 Tahun 1989  dan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama 





Sumber data rujukan yang bersifat dari buku-buku yang berkaitan dalam 
masalah tersebut antar lain : 
1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
3. Buku-buku tentang peradilan agama 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis  yaitu: 
a. Studi Dokumen  
Yakni menelaah teks putusan Pengadilan Agama surabaya No. 
903/Pdt.G/2007/PA.Sby 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 
memperoleh informasi dari terwawancara.16 Bentuk wawancara ini 
dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab dengan hakim 
dan panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk memperoleh data tentang 
perkara yang diadili.  
4. Teknik pengolahan data 
a. Editing, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari bebagai segi 
yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, relevansi, dan keseragaman 
dengan pemasalahan. 
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b. Analyzing, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar 
penarikan kesimpulan. 
5. Teknis Analisis Data  
Setelah data terkumpul dan diolah, penulis menganalisis data tersebut 
dengan menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan pola 
pikir deduktif yaitu menggambarkan teori/dalil yang bersifat umum tentang 
kewenangan absolut pengadilan agama, kemudian ditarik dalam kesimpulan 
yang khusus tentang asas personalitas keislaman berdasarkan adanya 
penerimaan perkara dari penggugat dan tergugat non muslim di Pengadilan 
Agama Surabaya. Kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang bersifat 
umum dan selanjutnya dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang khusus. 
 
H. Sistimatika pembahasan 
Secara keseluruhan skripisi ini di bagi dalam lima bab dengan sistimatika 
pembahasan sebagai berikut :  





Adalah merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini mencakup 
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi, 
kegunaan studi, definisi operasional, metologi penelitian, dan 
sistimatika pembahasan. Bagian ini merupakan pola umum yang 
mengantarkan seluruh isi dan bentuk skripsi 





wewenang/kompetensi pengadilan agama dalam asas 
personalitas keislaman yang terdiri dari sub bab pengertian 
peradilan agama, asas-asas  peradilan agama, tinjauan umum 
tentang pembatalan  perkawinan yang terdiri dari sub bab syarat-
syarat perkawinan yang dapat dibatalkan serta cara mengajukan 
pembatalan perkawinan. 
BAB III   : Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang 
deskripsi penerimaan perkara berdasarkan  patokan asas 
personalitas keislaman di pengadilan agama surabaya, dengan 
sub bab keberadaan pengadilan agama Surabaya (letak geografis, 
wilayah yurisdiksi, kewenangan Pengadilan Agama Surabaya), 
serta struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya.  Deskripsi 
khusus tentang penerimaan perkara  dari penggugat non muslim  
berdasarkan asas personalitas keislaman di pengadilan agama 
surabaya dalam perkara pembatalan perkawinan. Yang terakhir 
dekripsi tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama 
Surabaya dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan. 
Bab IV    : Bab ini merupakan analisis Undang-undang No. 7 tahun 1989 
Agama terhadap penentuan patokan asas personalitas keislaman 
di Pengadilan Agama Surabaya, Serta analisis terhadap dasar 
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan 












WEWENANG/KOMPETENSI  PENGADILAN AGAMA DALAM 
ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN 
 
A. Pengertian Peradilan Agama 
Kata peradilan, berasal dari bahasa Arab adil yang sudah terserap menjadi 
bahasa Indonesia yang artinya : proses mengadili atau suatu upaya untuk 
mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan 
menurut peraturan yang berlaku. Dalam bahasa arab disebut a>l-Qa>dh}a>, 
artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda 
disebut Recshtpraak.1 Pengertian peradilan agama ini kini tertuang dalam pasal 
1 butir 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 1 angaka 1 UU No. 3 Tahun 2006. 
Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 
yang menyebutkan bahwa :  
”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” 
  
Dalam hukum Islam peradilan merupakan kegiatan muamalah yaitu, 
kegiatan antara hubungan manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan 
manusia/manusia dengan masyarakat). Melaksanakan amalan peradilan 
hukumnya adalah f}a>rdh}u> kifa>yah, harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang 
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dalam satu kelompok masyarakat, namun kalau sudah ada satu atau beberapa 
orang yang mengerjakan maka kewajiban tersebut telah terpenuhi. al Mawardi 
di dalam buku a>l-Ah}ka>m as Ash}u>lta>niya>h menegaskan kegiatan 
peradilan adalah merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka 
bernegara. Bila tidak terdapat peradilan dalam suatu masyarakat, maka 
masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kacau, dan dalam melaksanakan 
kekuasaan peradilan harus ada Undang-undang dan aturan-aturan yang wajib 
dipatuhi oleh para hakim dan pihak yang berperkara.2 
Cik Hasan Bisri dalam bukunya menjelaskan bahwa pengadilan agama 
adalah lembaga peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan 
memutuskan perkara-perkara tertentu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 
dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam dalam tingkat pertama 
dalam lingkungan peradilan.3 
Jadi Pengadilan Agama merupakan sebuah badan peradilan  tingkat 
pertama yang khusus menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan 
perkara-perkara tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 
zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, bagi orang yang beragama Islam, 
begitu juga landasan hubungan hukumnya harus berdasarkan hukum  Islam. 
Seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 
ayat (1)  ” Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  
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memutus,  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  
orang-orang  yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 
hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.  
 Dengan diterapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
peradilan agama, hukum Islam telah mendapatkan tempat tersendiri dalam 
Negara Republik Indonesia di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan 
yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan intruksi presiden 
Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat keputusan Mentri Agama Republik Indonesia 
Nomor 154 Tahun 1991, yang dianjurkan kepada ummat Islam di Indonesia 
untuk melaksanakan sebagai hukum positif.4  
Jadi yang menjadi cita-cita hukum dari syari'at islam dengan adanya 
peradilan agama adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat 
manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan di atasnya, dan 
kemaslahatannya yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya, 
niscaya jelas baginya  bahwa hukum acara yang diterapkan dalam sepanjang 
sejarah peradilan islam merupakan komponen syariat Islam sebagai suatu sub 
dari sub-sub sistemnya.5 
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B. Wewenang/kompetensi Pengadilan Agama 
Kata ”kekuasaan” disini sering disebut juga dengan ”kompetensi”, yang 
berasal dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang diterjemahkan 
juga dengan ”kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.6  
Setiap pengadilan, memiliki wewenang/kompetensi yang berbeda antara 
satu dengan lainnya, baik wewenang tersebut ditempat atau wilayah hukumnya 
dan juga wewenang dalam mengadili perkara dalam bidangnya yang telah 
ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, seperti halnya pengadilan agama 
dalam ruang lingkup wewenang/kompetensinya telah diatur dalam Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 yang dibagi dalam dua hal :  
1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama 
Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (relative competentie) adalah 
kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam 
lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan 
wilayah hukum antara pengadilan agama dalam lingkungan peradilan 
agama. Seperti, antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pegadilan 
Agama Bogor.7 
Dalam contoh yang telah diberikan, Pengadilan Agama Bandung 
dengan Pengadilan Agama Bogor, keduanya adalah sama-sama berada di 
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dalam lingkungan peradilan agama dan sama-sama berada pada tingkat 
pertama. Persamaan ini disebut dengan satu jenis. 
Pemberian kekuasaan dan wewenang relatif pengadilan agama di 
lingkungan badan peradilan agama pengaturannya tertuang dalam Pasal 4 
ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989. Rumusan lengkapnya sebagai 
Berikut :  
“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”. 
 
 Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan: 
“Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di Kota 
Madya atau Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota 
Madya atau Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkkinan adanya 
pengecualian”. 
 
Tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal 
ini meliputi satu Kota Madya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan 
tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti 
di kabupaten Riau terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi 
transportasi yang sulit.8 
Cara mengetahui yuridiksi relatif agar para pihak tidak salah 
mengajukan gugatan atau permohonannya harus berpedoman pada 
ketentuan teori berikut :  
Teori umum hukum acara perdata peradilan umum, apabila penggugat 
mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja, diperbolehkan dan 
pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili 
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perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. 
Juga boleh saja orang (baik penggugat maupun tergugat) memilih untuk 
berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati.9 
 
Ketentuan menentukan wilayah yuridiksi sebuah pengadilan adalah 
sebagaimana berikut : 
a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi 
wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat 
kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. 
b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan 
kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu 
kediaman tergugat. 
c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat 
tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak 
diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. 
d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat 
diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda 
tidak bergerak. 
e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan 
diajukan kepada pengadilan yang domisilinya terpilih.10 
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Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama 
dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah 
hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam pengadilan agama 
telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara 
tertentu seperti di dalam UU No. 7 Tahun 1989 sebagai berikut : 
a. Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah 
hukumnya meliputi kediaman permohon. 
b. Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang 
belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun 
bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada 
Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman 
pemohon. 
c. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama 
yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. 
d. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama 
yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan 
atau tempat tinggal suami atau istri. 
Sebagaimana yang diterangkan di atas, kewenangan relatif 
Pengadilan Agama tetap terdapat beberapa pengecualian dibanding dengan 
Pegadilan Umum seperti dalam hal sebagai berikut: 




Dalam hal cerai talak, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutuskan perkara diatur dalam Pasal 66 ayat (2), 
(3), dan (4) UU No. 7 Tahun 1989 : 
a) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja 
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa 
izin pemohon. 
b) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, 
permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman pemohon. 
c) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar 
negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
 
 
2) Perkara gugat cerai 
Dalam hal perkara gugat cerai, pengadilan agama berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara diatur dalam Pasal 73 




a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada 
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja 
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. 
b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 
perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman tergugat. 
c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar 
Negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau 
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
2. Kompetensi absolut Pengadilan Agama 
Kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar 
badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macamnya pengadilan 
menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa 
belanda di sebut attributie van rechtsmacht.11 
Dengan kata lain, kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan 
yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 
pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan 
atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas 
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perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi 
yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.12  
Jadi kompetensi absolut yang merupakan kewenangan dalam bidang 
tertentu di lingkungan peradilan dari beberapa peradilan yang ada. Pasal 10 
UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan 
masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam 
kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat 
banding. Untuk pengadilan agama wewenang untuk mengadili di bidang 
tertentu dijelaskan dalam Pasal  49 s/d 53  UU No. 7 Tahun 1989: 
“Pengadilan agama  bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan  
menyelesaikan  perkara-perkara di tingkat pertama  antara orang-orang yang 
beragama  Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah. 
Akan tetapi kewenangan tersebut mengalami sedikit perubahan dan 
dan tambahan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun2006 yang 
memberi penjelasan sebagai berikut :  
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.13 
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Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 : 
Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, 
melainkan juga di bidang Ekonomi syari’ah lainnya. 
Adapun yang dimaksud dengan pengertian “antara orang-orang yang 
beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan 
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam 
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan 
ketentuan pasal ini.14 
1. Kewenangan dalam bidang perkawinan 
a. Izin beristri lebih dari seorang; 
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 
(dua puluh satu) Tahun,  dalam hal orang tua wali, atau keluarga 
dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 
c. Dispensasi kawin; 
d. Pencegahan perkawinan; 
e. PeNolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah; 
f. Pembatalan perkawinan; 
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
h. Perceraian karena talak; 
i. Gugatan perceraian; 
j. Penyelesaian harta bersama; 
k. Penguasaan anak-anak; 
l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 
mematuhinya; 
m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
p. Pencabutan kekuasaan wali; 
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q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan  dalam  hal  
kekuasaan seorang wali dicabut; 
r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 
umur 18 (delapan belas) Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang 
ada di bawah kekuasaannya; 
t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum islam; 
u. Putusan tentang hal peNolakan pemberian keterangan untuk 
melakukan perkawinan campuran; 
v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 
dijalankan menurut peraturan yang lain.15 
 
2. Kewenangan dalam bidang kewarisan  
Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan, di jelaskan 
dalam pasal 49 ayat (1) huruf b, yaitu :  
a. Penentuan  siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris,   
b. Penentuan  mengenai  harta peninggalan,   
c. Penentuan  bagian  masing-masing  ahli  waris,  dan   
d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.16 
 
3. Kewenangan mengadili dalam bidang wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah 
meliputi : 
a. Sah tidaknya barang wakaf 
b. Sengketa tentang apakah barang wakaf sudah di jual, digadaikan 
atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang wakaf 
(nadzir) 
c. Barang yang dijadikan barang wakaf menyangkut barang bergerak 
maupun barang yang tidak bergerak. 
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d. Pada sengketa pelaksanaan lembaga badan amil zakat BAZIS yang 
menyangkut tentang Zakat, Infaq/Sedekah, kepengurusan dan 
penyalurannya.17 
4. Kewenangan dalam bidang Ekonomi syariah 
Penyebutan ekonomi syari`ah ini tidak disebutkan sebagai perbuatan 
atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut ajaran syari`at Islam 
akan tetapi sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut 
prinsip syari`at, sehingga cakupannya menjadi lebih luas karena tidak 
hanya sebatas ketentuan syari`at Islam saja tetapi jauh lebih luas dari 
pada itu.18 
Dalam penjelasan pasal 49 huru f (i) Undang-undang No. 7 Tahun 
1989 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah 
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 
syari’ah, antara lain meliputi: 
a. Bank syari’ah 
b. Asuransi syari’ah 
c. Reasuransi syari’ah 
d. Reksa dana syari’ah 
e. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; 
f. Sekuritas syari’ah 
g. Pembiayaan syari’ah 
h. Pegadaian syari’ah 
i. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah  
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j. Bisnis syari’ah 
k. Lembaga keuangan mikro syari’ah.19 
 
Menurut Mukti Arto dalam bukunya Praktek Perkara Perdatada Pada 
Pengadilan Agama ada dua asas untuk menentukan kekuasaan absolut 
peradilan agama, yaitu apabila : 
1. Suatu perkara menyangkut status hukum seseorang muslim 
2. Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum 
yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat 
dengan status hukum sebagai seorang muslim.20 
 
C. Asas-asas Peradilan Agama 
Asas peradilan agama disebut juga dengan asas umum peradilan agama, 
dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan 
pasal-pasal dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sehingga pendekatan 
penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan tidak boleh menyimpang dan 
bertentangan dengan apa yang telah tersurat dan tersirat dalam setiap asas 
umum. Karena hal ini merupakan suatu pedoman pengadilan agama dalam 
melaksanakan penerapan di lingkungan peradilan agama harus berpijak pada 
asas umum yang melekat pada batang tubung Undang-undang No. 7 tahun 
1989, adapun asas umum tersebut adalah : 
1. Asas Personalitas keislaman 
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Asas personalitas yang berlaku di peradilan agama adalah asas 
personalitas keislaman, berlakunya asas personalitas keislaman ini untuk 
melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu yakni perkawinan, 
kewarisan, wakaf, wasiat, sadakah dan ekonomi syariah. Ketentuan tentang 
asas personalitas keislaman ini telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 
ayat (1) undang-undan No 7 th 1989 : 
Pasal (2) 
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama  Islam mengenai perkara 
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.  
Pasal (49) ayat (1)  
Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  
menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  
yang beragama Islam di bidang:  
a. Perkawinan 
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 
c. Wakaf dan shadaqah. 
 
Untuk mengetahui proses pelaksanaan asas personalitas keislaman di 
pengadilan agama, lebih dahulu kita harus mengetahui pengertian asas 
personalitas keislaman itu sendiri, mengacu pada ketentuan Undang-
undang peradilan agama No. 7 tahun 1989 bahwa asas personalitas 
keislaman adalah pola pengaturan  kewengan pengadilan agama yang tidak 
bisa di tundukkan oleh lembaga lain diluar pengadilan agama. 
Menurut Yahya Harahap, asas personalitas keislaman adalah yang 
tunduk dan yang dapat di tundukkan kepada kekuasaan lingkungan 
peradilaln agama, hanya mereka yang mengaku menganut dan memeluk 




tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa untuk tunduk kepada kekuasaan 
lingkungan Peradilan Agama.21 
Menurut ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989, dalam 
menentukan asas personalitas Keislaman,  minimal dua hal  yang harus 
terpenuhi, baik dari ketentuan umum atau ketentuan pada saat terjadinya 
hubungan hukum. Dalam ketentuan umum harus terpenuhi dua syarat yaitu 
:  
1. Pengakuan keislaman tanpa melihat kwalitas keislamannya. 
2. Identitas keislaman  
Syarat yang kedua dalam ketentuan umum tersebut diorientasikan 
untuk membuktikan pengakuan bahwa dirinya beragama Islam. Identitas 
keislaman tersebut dapat dibuktikan dengan KTP, SIM atau surat 
keterangan lainnya yang menyatakan bahwa dirinya adalah beragama 
Islam. 
Selanjutnya, patokan yang kedua pada saat terjadinya hubungan 
hukum juga harus memenuhi minimal dua syarat berikut : 
1. Patokan pada saat terjadinya hubungan hukum. 
2. Hubungan hukum yang dilakukan selama perkawinan berdasarkan 
hukum Islam.22 
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Pada dasarnya asas personalitas yang berlaku di peradilan 
mengharuskan kewenangan yang ada di setiap peradilan yang berlaku di 
Indonesia khususnya, sesungguhnya berlakunya asas personalitas pada 
umumnya berkaitan dengan persoalan segi-segi keperdataan, seperti pada 
persoalan hukum perkawinan di Indonesia atau hukum lainnya. peraturan 
antara dua atau lebih stelsel hukum pada suatu peristiwa hukum yang akan 
diperbuat apabila diakibatkan oleh perbedaan kewarganegaraan 
menimbulkan pertanyaan hukum manakah atau manakah yang menjadi 
hukum guna mengatur peristiwa hukum tersebut? pertanyaan tersebut tidak 
cukup dijawab secara sederhana tetapi lebih dahulu ditinjau dengan asas-
asas hukum. asas hukum itu akan memberikan rincian operasional 
bagaimana menentukan hukum yang ada, diperlakukan diantara sekian 
banyak stelsel hukum yang terlihat mengikat masing-masaing pihak. 
dengan kata lain, gejala semacam itu menampakkan keberadaan pluralitas 
hukum pada suatu peristiwa hukum, salah satu asas hukum yang dapat 
memberikan jalan keluar untuk memilih hukum mana yang diberlakukan 
adalah asas personalitas keislaman.23 
Undang-undang peradilan agama menyuguhkan asas personalitas 
keislaman menekankan penempatannya pada asas agama yang dianut para 
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pihak, cara untuk menentukan pengadilan mana seseorang akan berperkara 
ditunjukkan oleh agama, karena hal ini sekaligus akan menunjukkan 
penundukan diri mereka terhadap hukum tertentu. Jadi, apabila orang yang 
bersangkutan atau pihak yang akan mengajukan perkara beragam islam, 
maka berdasarkan ketentuan tadi ia harus mengajukannya ke pengadilan 
agama. Sebalikknya ketentuan itu tidak mempedulikan agama pihak lawan 
perkara, sekalipun pada kenyataannya ia tidak menganut agama yang 
sama dengan pengaju perkara.24 
Dalam perkara perceraian, apabila suatu perkawinan dilaksanakan 
tidak berdasarkan hukum Islam meskipun pada waktu bersengketa mereka 
masuk Islam, maka sengketanya hanya dapat diajukan kepada pengadilan 
negeri, sebaliknya jika suatu perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum 
islam dan juga hubungan hukum juga berdasarkan hukum islam apabila 
terjadi perceraian, perkaranya hanya dapat diajukan ke pengadilan agama. 
Jadi yang digunakan sebagai patokan menentukan berwenang tidaknya 
pengadilan agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan 
dilangsungkan. Patokan  ini sesuai dengan surat Mahkamah Agung 
tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Ketua pengdilan tinggi 
ujung pandang. Isik pokoknya menegaskan bahwa yang dipergunakan 
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sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya pengadilan agama adalah 
”hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan”.25 
Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kesatuan 
hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum, dan  untuk 
menentukan asas personalitas keislaman yang menjadi kewenangan 
mutlak dari pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama adalah : 
Agama yang dianut oleh kedua belah  pihak saat terjadinya hubungan 
hukum adalah agama Islam dan hubungan ikatan hukum yang mereka 
lakukan berdasarkan hukum islam.26 
2. Asas Bebas Merdeka 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik 
Indonesia.27 
Pada dasarnya azas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan 
dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada pasal 24 
UUD 1945 dan jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
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Dalam penjelasan pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan 
“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di 
dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak 
kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau 
rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal 
yang diizinkan Undang-Undang.” 
3. Asas Ishlah (Upaya perdamaian) 
Menurut ajaran Islam, apabila terjadi perselisihan atau sengketa 
sebaiknya diselesaikan dengan melalui pendekatan ”ishlah” sebagaimana 
dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat  yang berbunyi :  
$ yϑ‾ΡÎ) tβθãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ ÷zÎ) (#θßs Î=ô¹r' sù t÷ t/ ö/ ä3÷ƒ uθ yzr& 4 (#θà) ¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yès9 tβθ çΗxqö è? ∩⊇⊃∪     
Artinya :  
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.28 
 
Upaya perdamaian diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan jo. pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan UU No. 1 Tentang perkawinan jo. pasal 65 dan pasal 82 (1 
dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 
2006 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 KHI, jo. pasal 16 (2) UU 
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan 
melalui pendekatan “Ishlah”. Karena itu, tepat bagi para hakim Peradilan 
Agama untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun 
adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu 
berupa perdamaian. 
4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 
Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus 
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini 
diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah 
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo 
pasal 4 (2) dan Pasal 5 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Untuk itu, Pengadilan Agama wajib membantu kedua pihak 
berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan 
yang dihadapi para pihak tersebut. 
Hakim dalam menerapkan Asas sederhana cepat, dan biaya ringan ini 
haru berbijak pada hal berikut : 
1. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-
gesa, dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan. Pemeriksaan 
dilakukan secara seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan 
cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepantasnya kepada 




2. Tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian 
menurut keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan, tidak 
boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan 
keadilan.29 
Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami 
dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas 
yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada 
formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya 
berbagai penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. 
Cepat yang dimaksud adalah merujuk jalannya peradilan yang cepat 
dan proses penyelesaiannya tidak berlarut larut yang terkadang harus 
dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ada pameo justice delayed is justice  yang 
artinya bahwa dengan menunda-nunda keadilan sama dengan menyangkal 
keadilan itu sendiri, yang berakibat pada kekecewaan para pencari 
keadilan (justicable).30   
Jadi dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam 
menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasikan persolan 
tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang 
selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila 
segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain 
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kecuali majelis hakim harus secepatnya mangambil putusan untuk 
dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum. 
Biaya ringan yang dimaksud adalah biaya yang sederhana mungkin 
sehingga dapat terpikul oleh rakyat, biaya perkara yang tinggi akan 
membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan.31 Jadi harus 
diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan 
biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara.  
5. Asas Terbuka Untuk Umum 
Asas terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 (1) UU No.7 Tahun 
1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradila 
Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 2004. 
Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka 
untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain atau jika hakim 
dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang 
memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian 
akan dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di 
Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan sidang tertutup adalah 
berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai 
gugat (Pasal 68 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU 
No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama). 
6. Asas Legalitas dan Persamaan 
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Peradilan Agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. Asas ini diatur dalam Pasal 3 (2), Pasal 5 (2), pasl 6 (1) 
UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 UU 
No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 
Pada asasnya pengadilan agama mengadili menurut hukum agama 
Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang 
berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka 
persidangan pengadilan agama tidak terabaikan. 
Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan 
sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Untuk itu semua tindakan yang 
dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan 
harus berdasar atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitan, 
pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi 
putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut atau 
atas dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan 
hukum. 
7. Asas Equality 
Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama 
hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat 
“diskriminatif” baik dalam diskriminasi Normative maupun diskriminasi 
kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya menerapkan 




a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan 
pengadilan atau “equal before the law”. 
b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on 
the law” 
c. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “equal 
justice under the law”.32 
Perbedaan dengan asas legalitas persamaan terletak pada tindakan 
badan peradilan mulai dari pemanggilan, penyitan, pemeriksaan di 
persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya 
harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut atau atas dasar selera 
hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum. 
8. Asas “Aktif” Memberi Bantuan 
Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan hakim 
bertindak memimpin jalannya persidangan. Hakim yang mengatur dan 
mengarahkan tata tertib pemeriksaan. Hakim yang berwenang menentukan 
hukum yang diterapkan, serta yang berwenang memutus perkara yang 
diselenggarakan. 
HIR dan RBG menempatkan kedudukan memimpin pemeriksaan 
dalam posisi yang aktif, hal itu ditegaskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 
143 RBG. Rumusan pasal-pasal ini, sama dengan rumusan 58 ayat (2) UU 
No. 7 tahun 1989, jo pasal 5 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 yang berbunyi:  
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Pengadilan  membantu  para  pencari  keadilan  dan  berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  tercapainya  
peradilan  yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.33  
 
D. Pembatalan Perkawinan  
Undang-undang perkawinan menentukan bahwa perkwinan dapat 
dibatalkan oleh pengadilan jika syarat perkawinan tidak dipenuhi. syarat yang 
dimaksudkan bukan terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga 
syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Jadi apabila salah satu syarat tidak 
terpenuhi, baik syarat itu dari Undang-undang maupun hukum agama maka 
perkawinan tersebut dapat dibatalkan. 
a. Pengertian Pembatalan Perkawinan 
Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, 
menganggap tidak pernah ada.34 Jadi pembatalan perkawinan berarti 
menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak 
sah, atau dianggap tidak pernah ada.  
Pembatalan perkawinan dapat terjadi, karena adanya suatu hal yang 
mengharuskan perkawinan tersebut harus dibatalkan oleh para pihak yang 
telah ditentukan dalam Undang-undang dengan alasan-alasan tertentu, hal 
ini tertuang dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagai berikut :  
Pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 
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Perkawinan dapat dibatalkan apa  bila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
Pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974 
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :  
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri 
b. Suami atau isteri 
c. Perjabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan 
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan 
setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu 
putus.35 
Dalam hukum islam pembatalan perkawinan ini bisa disebut juga 
dengan Fasakh yang berarti merusak atau membatalkan.36 Fasakh ini dapat 
terjadi hanya karena putusan pengadilan setelah pihak suami atau isteri 
mengajukan pembatalan perkawinan karena terdapat hal-hal yang dapat 
membatalkan perkawinan sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan 
berlangsung.37 
Misalnya suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, 
tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susuan. 
Sejak diketahuinya hal itu, maka hubungan perkawinan mereka menjadi 
batal, meskipun misalnya telah mempunyai keturunan yang dipandang 
sebagai anak sah suami istri bersangkutan, perkawinan itu dibatalkan karena 
tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu tidak ada hubungan mahram 
antara laki-laki dan perempuan. 
                                                           
35
 Wacana intelektual press. Undang-udang perkawinan Indonesia 2007, hal. 7 
 
36
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hal. 242 
   
37




Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata 
akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan 
perkawinan dengan orang lain atau dalam masa ‘iddah talak laki-laki lain. 
Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan, sebab tidak 
memenuhi syarat sahnya akad nikah, seperti yang telah ditentukan dalam 
pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam KHI pasal 70 dan 71 tentang 
pembatalan perkawinan terdapat dua perbedaan pembatalan perkwinan, 
perkawinan batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Pertama  
perkawinan batal adalah perkawinan yang dilansungkan berdasarkan 
ketentuna pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinannya batal 
demi hukum dan dianggap tidak pernah melangsungkan hubungan hukum. 
Kedua, perkawinan yang dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan atau melanjutkan perkawinan, seperti yang 
dijelaskan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.  
Begitu juga perkawinan yang batal adalah perkawinan yang tidak sah 
seperti halnya perkawinan beda agama, meskipun hal ini bukan termasuk 
bagian dari batalnya suatu perkawinan, tetapi apabila terjadi perkawinan 
seperti ini wajib dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan umum 
perkawinan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 




”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”.  
Dari rumusan pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya dapat disimpulkan 
bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh  
ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan 
perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan 
bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut 
undang-undang, perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak 
mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.38 
Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan 
perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat 
melangsungkan perkawinan, adapun syarat-syarat melangsugkan 
perkawinan yang harus dipenuhi adalah :  
2. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. 
3. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali (pasal 6 ayat 2). Izin ini 
hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.  
4. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-
kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri 
(pasal 7 ayat1).39 
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5. Bagi yang beragama Islam perkawinan harus terpenuhi rukun-rukun  
perkawinan, adapun rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai 
berikut :  
a. Calon mempelai laki-laki 
b. Calon mempelai perempuan 
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan 
perkawinan. 
d. Dua orang saksi. 
e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh 
suami.40 
 
b. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan 
Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan dalam ketentuan 23 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan : 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri 
b. Suami atau istri 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan 
d. Pejabat pengadilan. 
 
Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan adalah:  
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari 
suami atau isteri. 
2. Suami atau isteri. 
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 
Undang-Undang. 
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 KHI.  
 
c. Alasan Pembatalan Perkawinan  
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Perkawinan dapat dibatalkan, bila perkawinan dilangsungkan di bawah 
ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1/1974).  
1) Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 
1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama. 
2) Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan 
perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU 
No. 01 Tahun 1974). 
3) Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 
22 UU Perkawinan) 
Sementara menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:  
1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama 
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
isteri pria lain yang mafqud (hilang) 
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami 
lain 
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 
tidak berhak 
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.  
 
d. Pengajuan Pembatalan Perkawinan 
Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan di 
dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di 
tempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah 
satu dari pasangan baru tersebut, Pasal 25 Undang-undang No. 1 tahun 1974  




Cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah, pemohon 
harus datang sendiri ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan 
Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 Pasal 73) 
Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan harus 
diajukan dengan secara tertulis atau lisan kepada ketua pengadilan (HIR 
Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 142 ayat (1), sekaligus membayar uang muka 
biaya perkara kepada bendaharawan khusus. 
Pemohon dan termohon harus datang menghadiri sidang pengadilan 
berdasarkan surat panggilan dari pengadilan, atau dapat juga mewakilkan 
kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 Pasal 82 ayat (2), PP 
No. 9/1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121,124 dan 125) 
Pemohon dan termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib 
membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan 
perkawinan/tuntutan di muka sidang pengadilan berdasarkan alat bukti 
berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan 
hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 164/Rbg Pasal 268). 
Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. 
f. Batas Waktu Pengajuan  
Batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan dibatasi hanya dalam 
waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam 




bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974). 
 
g. Berlakunya Pembatalan Perkawinan 
Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan. 
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-
anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari 
perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari suami. 
Dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (Pasal 28 UU 





DESKRIPSI PENERIMAAN PERKARA BERDASARKAN  
PATOKAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DI 
PENGADILAN AGAMA SURABAYA 
 
 
A. Sejarah dan Kompetensi Pengadilan Agama Surabaya 
Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu peradilan tingkat 
pertama yang merupakan bagian dari badan kekuasaan kehakiman, yang 
berkedudukan di daerah, yaitu di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ketintang 
Madya VI  No. 3  Surabaya. 
Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan staatblaad Tahun 1882 
Nomor 152 jo staatblaad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610. Namun, pada 
Tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam staatblaad Nomor 
31 Tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain : 
1. Bentuk Pengadilan Agama sebagai Prestenraad atau Raad Agama diubah 
menjadi Penghulu Goucht yang terdiri dari seorang penghulu sebagai hakim 
didampingi oleh 2 (dua) orang penasehat dan panitera; 
2. Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara 
yang berhubungan dengan perkara perceraian/fasakh, sedangkan perkara 
waris, gono-gini, had}anah, diserahkan kepada Landraad (Pengadilan Negeri); 





Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari bendaharawan Negara 
4. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan banding atas 
keputusan Pengadilan Agama.   
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Pengadilan 
Agama  bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara 
orang yang beragama Islam di bidang nikah, talaq, rujuk, namun juga masalah 
perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum 
Islam, wakaf, s}adaqah serta ekonomi syari’ah.1 
Kemudian pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan, 
“Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Adapun yurisdiksi Pengadilan 
Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II Kota Surabaya, yang 
terdiri dari 5 wilayah pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 
167 Kelurahan, 1.247  Rukun Warga  dan 8.005  Rukun Tetangga. Kota Surabaya 
terletak di antara 1120 45’ - 1120  46’ Bujur Timur (BT) dan 70 15’ - 7 0 
17’ Lintang Selatan (LS). 
Sebagaimana Pengadilan Agama yang lain, Pengadilan Agama Surabaya 
juga mempunyai batas-batas wilayah hukum dengan wilayah hukum Pengadilan 
Agama atau daerah lain, batasan-batasan tersebut adalah : 
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− Sebelah Utara : Selat Madura; 
− Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;  
− Sebelah Timur : Selat Madura; 
− Sebelah Barat : Kabupaten Gresik. 
Dalam hal klasifikasi lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan 
Agama Surabaya termasuk salah satu Pengadilan Agama yang mempunyai 
kategori Pengadilan Klas 1A. Pengklasifikasian lembaga peradilan dalam tingkat 
pertama tersebut didasarkan atas jumlah perkara dan bobot atau kualitas perkara 
yang ditanganinya.2 
Berikut ini susunan organisasi Pengadilan Agama Surabaya : 
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Adapun keadaan perkara baik sisa tahun lalu, maupun perkara yang 
diterima dan diputus pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Surabaya adalah 
sebagai berikut3: 
1. Sisa perkara tahun 2007 = 647 perkara 
2. Penerimaan perkara tahun 2008 = 3801 perkara 
Jumlah = 4448 perkara 
3. Perkara yang diputus tahun 2008 = 3628 perkara 
4. Sisa perkara tahun 2008 = 820 perkara 
Dari jumlah perkara tersebut, terdapat beberapa jenis perkara yang dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
Rincian penerimaan perkara menurut jenisnya pada Tahun 2008  
1 Izin poligami = 26 Perkara 
2 Pencegahan perkawinan = 1 Perkara 
3 Penolakan perkawinan oleh PPN = - Perkara 
4 Pembatalan perkawinan = 1 Perkara 
5 Kelalaian perkawinan = - Perkara 
6 Cerai talaq = 1226 Perkara 
7 Cerai gugat = 2111 Perkara 
8 Harta bersama = 14 Perkara 
9 Penguasaan anak = 9 Perkara 
10 Nafkah anak untuk ibu = 2 Perkara 
11 Hak-hak bekas isteri = - Perkara 
12 Pengesahan anak = - Perkara 
13 Pencabutan kekuasaan orang tua = - Perkara 
14 Perwalian = 19 Perkara 
15 Pencabutan kekuasaan wali = - Perkara 
16 Penunjukan orang lain sebagai wali = - Perkara 
17 Ganti rugi terhadap wali = - Perkara 
18 Asal-usul anak = - Perkara 
19 Penetapan kawin campuran = - Perkara 
20 Isbat} nikah} = 86 Perkara 
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21 Izin kawin = - Perkara 
22 Dispensasi kawin = 30 Perkara 
23 Wali ad}ol = 23 Perkara 
24 Ekonomi Syari'ah = - Perkara 
25 Kewarisan = 7 Perkara 
26 Was}iat = - Perkara 
27 Hibah = - Perkara 
28 Waqaf = - Perkara 
29 Zakat/Infaq/S}odaqoh = - Perkara 
30 P3HP/Penetapan ahli waris = 231 Perkara 
31 Lain-lain = 15 Perkara 
 Jumlah = 3801 Perkara 
 
Rincian Perkara yang telah diputus pada Tahun 2008 menurut jenisnya :  
1 Izin poligami = 19 Perkara 
2 Pencegahan perkawinan = - Perkara 
3 Penolakan perkawinan oleh PPN = - Perkara 
4 Pembatalan perkawinan = - Perkara 
5 Kelalaian perkawinan = - Perkara 
6 Cerai talaq = 1023 Perkara 
7 Cerai gugat = 1777 Perkara 
8 Harta bersama = 13 Perkara 
9 Penguasaan anak = 7 Perkara 
10 Nafkah anak untuk ibu = - Perkara 
11 Hak-hak bekas isteri = - Perkara 
12 Pengesahan anak = - Perkara 
13 Pencabutan kekuasaan orang tua = - Perkara 
14 Perwalian = 19 Perkara 
15 Pencabutan kekuasaan wali = - Perkara 
16 Penunjukan orang lain sebagai wali = - Perkara 
17 Ganti rugi terhadap wali = - Perkara 
18 Asal-usul anak = - Perkara 
19 Penetapan kawin campuran = - Perkara 
20 Isbat nikah = 75 Perkara 
21 Izin kawin = - Perkara 
22 Dispensasi kawin = 28 Perkara 
23 Wali ad}ol = 19 Perkara 
24 Ekonomi Syari'ah = - Perkara 
25 Kewarisan = 11 Perkara 
26 Wasiat = - Perkara 
27 Hibah = 1 Perkara 




29 Zakat/Infaq/Shodaqoh = - Perkara 
30 P3HP/Penetapan ahli waris = 194 Perkara 
31 Lain-lain = 13 Perkara 
32 Ditolak = 8 Perkara 
33 Tidak diterima = 67 Perkara 
34 Gugur = 32 Perkara 
35 Perkara dicabut =  322 Perkara  
36 Dicoret dari Register = - Perkara 
 Jumlah = 3628 Perkara 
 
 
B. Penerimaan Perkara  dari Penggugat Non muslim  Berdasarkan Asas 
Personalitas keislaman di Pengadilan Agama Surabaya 
Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
pasal 49 ayat (1) yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
menjelaskan ” Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  
memutus,  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  
orang-orang  yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah  dan ekonomi syari’ah yang dilakukan 
berdasarkan hukum Islam. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang 
beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan 
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai 
hal-hal yang menjadi kewenangan pengdilan agama sesuai dengan ketentuan 
undang-undang tentang peradilan agama. 
Dari unsur normatif di atas, hal ini tidak terlepas dari asas umum yang 
melekat pada batang tubuh UU No. 7 Tahun 1989, khususnya mengenai asas yang 




menentukan patokan asas personalitas keislaman yang nantinya pada diri 
seseorang melekat asas personalitas keislaman dengan melihat beberapa kriteria 
sebagai berikut : 
1. Pengakuan :  
Cukup dengan pengakuan secara lisan tanpa melihat kwalitas keislaman 
seseorang, atau bukti apakah orang tersebut benar melaksanakan ajaran Islam 
atau tidak. 
2. Identitas  
Dengan melihat kartu identitas yang dimiliki seseorang seperti halnya KTP, 
SIM, dan kartu identitas lainnya yang menyatakan agama Islam. 
3. Amalan 
Hanya melihat cara beribadah yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga 
perbuatan yang dilakukan adalah berdasarkan hukum Islam, maka pada 
dirinya melekat asas personlitas keislaman.  
4. Kesaksian  
Dengan melihat beberapa bukti bahwa adanya indikasi seseorang tersebut 
beragama Islam, dan juga mendengar dari kesaksian seseorang lain bahwa 
seseorang tersebut beragama Islam. 
Jadi apabila salah satu ciri di atas telah terpenuhi, maka pada diri 
seseorang telah melekat asas personalitas keislaman dan otomatis perkara yang 




disebutkan diatas dalam mengajukan perkara dapat di terima di Pengadilan 
Agama  Surabaya. 
Dasar hukum Undang-undang yang diambil oleh hakim Pengadilan 
Agama Surabaya dalam menentukan patokan asas personalitas keislaman 
berdasarkan ketentuan pasal 172 KHI :  
“Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu 
identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang 
baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau 
lingkungannya”4  
 
Pada pasal tersebut menjelaskan tentang kriteria keislaman seseorang 
dalam hal kewarisan, kriteria keislaman seseorang juga dapat dilihat dari unsur 
keislaman pada ahli waris, jadi sama halnya menentukan keislaman seseorang 
berdasarkan patokan asas personalitas keislaman yang tunduk pada peradilan 
agama.5 
Menurut Ahmad Bisri Mustaqim6 apabila terjadi sengketa antara orang-
orang yang beragama Islam atau non Islam yang pada awalnya melaksakan 
perkawinan berdasarkan hukum Islam apabila terjadi sengketa perceraian 
perkaranya menjadi kewenangan pengadilan agama, karena dalam menentukan 
patokan asas personalitas keislaman berdasarkan pada saat perkawinan 
dilangsungkan sebagaimana telah diatur dalam penjelasan  pasal 49 Undang-
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undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 
2006 yang menerangkan bahwa “Asas personalitas keislaman tidak berlaku dalam 
sengketa bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan 
Agama, dimana salah satu pihak (suami atau isteri) keluar dari agama islam”.7  
Begitu juga sama seperti apa yang dikatakan oleh panitera pengadilan 
agama yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan 
Agama wewenang untuk mengadili adalah pengadilan agama, apabila 
perkawinannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil wewenang untuk mengadili 
perkaranya adalah Pengadilan Negeri.8 
Jadi kententuan patokan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama 
Surabaya hanya dapat dilihat dari pengakuan, identitas, amalan, kesaksian 
seseorang dan pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama 
beragama Islam. Dengan terpenuhinya salah satu syarat di atas, maka pada diri 
seseorang sudah melekat asas personalitas keislaman yang mutlak tunduk menjadi 
kewenangan pengadilan agama, serta hukum yang mesti diterapkan 
menyelesaikan perkaranya harus berdasarkan hukum Islam. 
 
C. Kronologis Kasus Pembatalan Perkawinan Putusan No. 
903/Pdt.G/2007/PA.Sby 
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Kronologis kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama surabaya 
dengan nomor perkara 903/Pdt.G/2007/PA.Sby, tentang pembatalan perkawinan 
dari penggugat dan tergugat non muslim sebagaimana pihak yang berperkara 
sebagai berikut : 
H----- binti S-----, umur 37 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu rumah 
tangga, bertempat tinggal di Jl. Ungaran No. 4 RT. 003 RW.001, Kelurahan 
Wonotingal , Kec. Candisari, Kota Semarang, yang dalam hal ini berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus tertanggal : 20 April 2007 menguasakan kepada : Erany 
Kiswandani, SH & Siti Zulfiah, SH Advokat atau Konsultan Hukum alamat di Jl. 
Parangsarpo II/38 Tlogosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. 
Selanjutnya disebut pihak Penggugat 
Melawan : 
R---- bin U----, umur 46 tahun, agama Kristen , pekerjaan wiraswasta, 
bertempat tinggal di Jalan Ungaran No. 4, Kelurahan Wonotingal, Kec.Candisari, 
Kota Semarang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 
23 Mei 2007 menguasakan kepada : L. A. Harwanto, SH Advokat atau Konsultan 








bertempat tinggal di Perumahan Graha Famili 3 Blok P/100 RT.006 RW.003, 
kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, selanjutnya disebut 
sebagai tergugat II 
Pada tanggal 26 Oktober 1999 penggugat dan tergugat I adalah suami- isteri 
yang sah. Mereka menikah di Kantor Catatan Sipil, dengan akta perkawinan No. 
490/1999 Tertanggal 27 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor. 
Catatan Sipil Semarang. Hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat I 
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Richard Dharmamulya, Vanessa 
Dharmamulya dan Victoria Dharmamulya. 
Sekitar bulan Desember 2006 penggugat menemukan surat panggilan dari 
Polda Metro Jaya di Jakarta yang ditujukan kepada suami penggugat dalam hal ini 
adalah tergugat I, dimana tergugat I diperiksa sebagai tersangka dalam perkara “ 
menelantarkan isteri dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU RI No. 
23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau 
pasal 304 KUHP”, dimana sebagai pelapor adalah Tergugat II yang mendasarkan 
pada adanya Kutipan Akta Nikah No. 164/VI/2002 tanggal 21-06-2002 yang 
diterbitkan oleh KUA Dukuh Pakis di Surabaya, dan juga Kutipan Akta Kelahiran 
No. 20216/U/JS/2004 tanggal 12 Agustus 2004 atas nama ANAK Penggugat dan 
Tergugat II yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
Kota Madya Jakarta Selatan.9 
Atas kejadian tersebut penggugat menjadi kaget karena penggugat sebagai 
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isteri sah dari terugat I tidak pernah memberi ijin untuk menikah lagi dan tidak 
tahu kalau tergugat I menikah dengan tergugat II, akhirnya penggugat menelusuri/ 
mencari informasi dan ternyata bahwa syarat- syarat permohonan untuk menikah 
tersebut yaitu tentang identitas tergugat I semuanya tidak benar dan semua surat- 
surat yang dibuat dipalsukan bahkan status tergugat I tertulis “jejaka”, pemalsuan 
tentang identitas tersebut terbukti dengan adanya pernyataan seorang saksi dalam 
persidangan di pengadilan agama surabaya. 
Oleh karena terjadinya fakta tersebut, maka penggugat sebagai isteri yang 
sah dari tergugat I mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kedua antara 
tergugat I dengan tergugat II karena sangat merugikan penggugat baik lahir 
maupun batin, dan mengajukannya ke Pengadilan Agama Surabaya. 
Setelah penggugat mengajukan permohonan gugatannya ke Pengadilan 
Agama Surabaya sesuai dengan prosedur penerimaan perkara, pengadilan agama 
Surabaya menetapkan majelis hakim untuk menyelesaikan perkara ini, adapun 
para hakim yang ditunjuk adalah sebagai berikut :  
1. Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H.M.Hum. sebagai  Ketua majlis 
2. Drs. Ahmad Bisri Mustaqim.M.H.   sebagai  Hakim Anggota 
3. Drs. H.Kasman Madyaningpada.SH  sebagai  Hakim Anggota 
Selanjutnya menetapkan  Hj. Milachah, S.Ag sebagai panitera pengganti untuk 
membantu para hakim dalam mencatat segala sesuatu selama proses persidangan 




dengan penetapan hari sidang yang di tetapkan pada tanggal 29 Mei 2007 jam 
09.00 WIB.10 Adapun tahapan sidang dalam perkara pembatalan perkawinan ini 
adalah sebagai berikut :  
1. Sidang pertama 
Hari pertama sidang tepat pada tanggal 29 Mei 2007 jam 09.00 WIB, 
akan tetapi tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan tidak berdasarkan 
alasan yang sah. Penggugat yang diwakili kuasanya menyerahkan revisi 
gugatannya kepada majelis hakim, karena gugatan yang pertama ada 
kesalahan. Akhirnya persidangan ditunda dan akan dilanjutkan sidang 
berikutnya tanggal 12 Juni 2007 dengan memerintahkan juru sita pengganti 
memanggil tertugat II untuk  hadir di persidangan berikutnya serta 
melampirkan revisi gugatan yang diberikan oleh penggugat. 
2. Sidang kedua 
Sidang kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2007, 
tergugat II tetap tidak hadir dalam persidangan dan tidak berdasarkan alasan 
yang sah, karena tergugat II telah dipanggil dengan patut sampai dua kali 
tidak hadir dan tidak berdasarkan alasan yang sah maka persidangan tetap 
dilaksanakan/dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat II, dalam proses persidangan 
kedua, majelis hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara 
tetapi tidak berhasil, dan penggugat tetap menyatakan untuk membatalkan 
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perkawinan antara tergugat I  dan tergugat II.  
Selanjutnya penggugat melalui kuasanya membacakan surat gugatan 
yang telah direvisi di depan majelis hakim terhadap tergugat I, atas gugatan 
penggugat tersebut, tergugat I melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban 
secara tertulis.11 Penggugat tidak mengajukan replik dan akhirnya persidangan 
ditunda hari selasa 26 juni 2007 dengan memerintahkan juru sita untuk 
memanggil tergugat II dengan acara penggugat mengajukan bukti-bukti. 
3. Sidang ketiga 
Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2007, meskipun tergugat 
II dipanggil lagi dalam acara pengajuan bukti-buki penggugat, tergugat II 
tetap tidak hadir dan tidak hadirnya  tergugat II tidak berdasarkan alasan yang 
sah. Selanjutnya sidang ketiga dilanjutkan dengan acara pengajuan buki-bukti. 
Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1,P.2, P.3,P.4, P.5, P.6, 
P.7, P.8, P.9,P.10, P.11,P.12, P.13, bukti tertulis tersebut dapat dicocokkan 
dengan aslinya, akan tetapi ada beberapa bukti tertulis yang tidak dapat 
dicocokan dengan aslinya antara lain P.7, P.9, P.12, P.13.12 akhirnya sidang 
ditunda lagi pada  hari selasa tanggal 10 juli 2007, majelis hakim 
memerintahkan juru sita untuk memanggil tergugat II dalam acara penggugat 
mengajukan saksi. 
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 Isi gugatan penggugat dan jawaban tergugat I dapat di lihat di salinan putusan No. 
903/Pdt.G/2007/PA.Sby pada bagian lampiran skripsi ini,  hal. 2 
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 Alat bukti penggugat dapat di lihat di salinan putusan No. 903/Pdt.G/2007/PA.Sby pada 




4. Sidang keempat 
Sidang keempat pada tanggal 10 Juli 2007, tergugat II  tetap tidak 
hadir, dilanjutkan dengan pengajuan saksi oleh penggugat yang mana saksi 
tersebut adalah : Mustartingah binti Romlan, umur 42 tahun, agama islam, 
perkerjaan direktorat Kepolisian Polda Metro Jaya, tempat tinggal perumahan 
Menteng Metropolitan blok G8 Nomor 35 Cakung Jakarta Timur.13 Atas 
kerterangan saksi, penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, 
tergugat I juga membenarkan keterangan saksi akan tetapi membantah 
sebagian dan akan mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai bukti dari 
bantahan tersebut. Dan akhirnya majelis hakim menunda persidangan pada 
hari selasa tanggal 24 juli 2007 dengan memerintahkan  juru sita untuk 
memanggil kepala KUA Surabaya untuk didengar keterangannya dengan 
membawa buku daftar nikah berdasarkan surat relas panggilan hari selasa 17 
juli 2007. 
 
5. Sidang kelima 
Sidang kelima pada hari Selasa 24 Juli 2007 tergugat II tetap tidak 
hadir dalam persidangan. Berdasarkan keterangan saksi dari penggugat, 
tergugat I membantah keterangan saksi penggugat, dan untuk meneguhkan 
dalil-dalilnya  tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti-bukti 
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foto copy bermeterai cukup, dan juga saksi, adapun bukti tertulis tersebut 
adalah : TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6, TI.7, TI.8, TI. 9 yang tidak dapat 
dicocokkan dengan aslinya TI.7,TI.8,TI.9, selain itu tergugat I juga 
mengajukan seorang saksi yang bernama Syaifuddin Zaini, umur 51 tahun, 
agama Islam, kepala KUA Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, tempat tinggal 
Wonocolo gang 1/22 Surabaya.14 
 Atas keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat I 
kepada majelis hakim, penggugat dan tergugat I melalui kuasanya menyatakan 
sudah cukup dengan mengajukan kesimpulan terakhir dengan lisan masing-
masing tetap pada gugatannya. Sehingga akhirnya persidangan di tunda pada 
sidang selanjutnya hari selasa tanggal 14 Agustus 2007 dengan acara 
musyawarah majelis hakim untuk membacakan putusan. 
6. Sidang keenam 
Sidang keenam pada tanggal 14 agustus 2007 dengan acara 
musyawarah majelis hakim, Setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan 
penggugat dengan tergugat I akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim 
Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan gugatan pengugat dengan 
membatalkan perkawinan antara tergugat I  dan tergugat II dengan akta nikah 
No. 164/VI/2002 tanggal 21Mei 2002 yang dilangsungkan di KUA 
Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya.  
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D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menyelesaikan Perkara 
Pembatalan Perkawinan 
 
Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan 
pertama melihat pada perkawinan yang lakukan antar tergugat I dan tergugat II 
tidak ada izin dari pengadilan agama dan juga tidak ada izin dari penggugat 
sebagai istri yang sah dari tergugat I. Perkawinan tergugat I dengan tergugat II 
sebagai perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa ada izin dari pengadilan 
agama dan penggugat sebagai istri yang sah, sehingga perkawinan tersebut dinilai 
tidak memenuhi ketentuan pasal 3,4,5 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 yang 
menyatakan bahwa :  
Pasal 3  
(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang 
wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 
(2) Pengadilan, dapat  memberi izin kepada seorang  suami untuk  beristeri lebih  
dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Pasal 4  
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan ke Pengadilan  di daerah tempat tinggalnya. 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal  ini hanya memberi izin kepada 
suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :  
a. Istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Pasal 5  
(1) Untuk  dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 
dimaksud  dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi 
syarat-syarat berikut  
a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri 
b. Adanya kepastian  bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 




c. Adanya jaminan  bahwa suami akan  berlaku adil terhadap isteri-isteri  
dan anak-anak mereka. 
(2) Persetujuan yang dimaksud  dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak  
diperlukan bagi seorang  suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin 
dimintai  persetujuannya dan tidak  dapat menjadi pihak  dalam  perjanjian 
atau apabila tidak  ada  kaber dari istrinya selama  sekurang kurangnya 2 
(dua) tahun atau karena sebab-sebab  lainnya  yang  perlu mendapat 
penilaian dari hakim pengadilan.15 
 
Begitu juga sama dengan penjelasan pasal di atas dalam pasal 56 dan 58  
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pernikahan antara tertugat I dan tergugat II 
tidak memenuhi ketentuan  Undang-undang yang telah disebutkan di atas maka 
berdasarkan pasal 22 dan 24 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan 
tersebut harus dibatalkan sebagaimana ketentuan berikut :  
Pasal 22  
Perkawinan dapat  dibatalkan apabila para  pihak  tidak memenuhi syarat-syarat  
untuk melangsungkan perkawinan. 
Pasal 24  
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari 
kedua belah pihak dan  atas dasar  masih adanya perkawinan  dapat mengajukan 
pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 
ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. 
 
Dan 71 Kompilasi Hukum Islam pasal 71 : 
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama 
b. Perempuan yang dinikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
isteri pria lain yang mafqud 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali yang tidak berhak 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan16 
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Selain berdasarkan ketentuan perudang-undangan di atas, hakim pengadilan 
agama Surabaya dalam mengambil keputusan juga berdasarkan pada alat-alat 
bukti yang ada, baik itu alat saksi dan alat bukti surat. Adapun alat bukti saksi 
dan suarat yang diajukan oleh penggugat adalah sebagai berikut : 
1. Alat bukti saksi 
Saksi bernama Mustartingah binti Romlan, menerangkan : 
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat I sejak Nopember 2006, saksi kenal 
karena pada waktu itu tergugat I melaporkan adanya tindak pidana 
pemalsuan Akta Nikah atas nama tergugat I dan tergugat II dan Akta 
Kelahiran serta syarat-syarat penerbitan akta-akta tersebut 
 
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi di Direktorat Kepolisian Polda Metro 
Jaya, menerima pengaduan tersebut kemudian melakukan penyidikan 
pada persyaratan pernikahan tergugat I dengan tergugat II dalam surat 
model N.1. dan N.2 tertera status tergugat I jejaka pernikahan mereka 
dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya 
 
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat II  dia mengaku menikah di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Surabya dan ternyata 
tergugat I dan tergugat II tidak berdomisili di Dukuh Pakis Surabaya  
 
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekkan di Kelurahan Dukuh Pakis 
Surabaya, tentang surat-surat persyaratan-persyaratan perkawinan 
tergugat I dan tergugat II, lurah Dukuh Pakis tersebut mengatakan tidak 
pernah tanda tangan pada surat-surat tersebut. 
 
- Bahwa saksi setelah menerima pengaduan dari Tergugat I tentang adanya 
tindak pidana pemalsuan, maka saksi melakukan pemeriksaan dalam 
rangka penyidikan kepada tergugat I dia menyatakan bahwa :  
a. Yang mengurus persyaratan nikah adalah tergugat II 
b. Pada waktu akad nikah tergugat I tidak ditunjukkan tentang statusnya. 
c. Tergugat I tidak pernah menanda tangani persyaratan pernikahan dan 
tidak pernah menikah 
d. Tergugat I sampai sekarang tetap bergama Kristen.  
 
- Bahwa saksi juga meminta keterangan Tergugat II  dia mengaku bahwa : 




b. Tergugat tidak bisa menunjukkan asli kutipan akta nikah karena 
ketelisutan yang ditunjukkan hanya foto copynya saja  
 
2. Alat bukti surat 
- Kutipan Akta Perkawinan No. 490/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 
cocok denganaslinya  
- Kutipan Akta Kelahiran No. 135/Jst/2000 tertanggal 8 September 2000 
cocok dengan aslinya  
- Kutipan Akta Kelahiran No. 273/U/JS/2000 tertanggakl 20 Mei 2002 
cocok dengan aslinya  
- Kutipan Akta Kelahiran No. 156/RBPB/2006 tertanggal 15 Nopember 
2006 cocok dengan aslinya 
- Kartu Tanda Penduduk NIK. 11.5098.711270.0017 atas nama Hartati 
dan Kartu Tanda Penduduk Nik. 11.5008.250460.0001 atas nama Rudy 
Dharmamulya, Bsc. Cocok dengan aslinya  
- Kartu Keluarga No. 3374081212058161 tertanggal 02 Pebruari 2007 
Nama Kepala Keluarga Rudy Dharmamulya, Bsc. Cocok dengan aslinya  
- Kartu Tanda Penduduk Nik. 12.5613.550578.0018 atas nama Siti 
Muslikah. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya  
- Surat panggilam I No Pol. S.Pgl/13883/IX/2006/Dit Reskrim tertanggal 
26 September 2006, cocok dengan aslinya 
- Kutipan Akta Kelahiran No. 164/37/VI/2002 tertanggal 21 Juni 2002, 
untuk suami yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukuh Pakis 
Surabaya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya 
- Kutipan Akta Nikah No. 164/37/VI/2002 tertanggal 21 Juni 2006, untuk 
suami yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh 
Pakis Kota Surabaya, cocok dengan aslinya 
- Surat Keterangan No. KK.13.36.25/Pw.01/X/86/2006 tertanggal 05 
Oktober 2006, yang dibuat oleh Kepala kantor Urusan Agama 
Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, cocok dengan aslinya  
- Surat tertanggal 01 Maret 2007 yang dibuat oleh Siti Maslikah, tidak 
dapat dicocokkan dengan aslinya 
- Kutipan Akta Kelahiran No. 20216/U/JS/2004 tertanggal 12 Agustus 
2004, atas anak nama ANAK P DAN T, yang dikeluarkan oleh Kepala 
Suku Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta 
Selatan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.17 
 
Berdasarkan alat-alat bukti surat yang telah diajukan oleh penggugat, 
tergugat I membenarkannya, akan tetapi tergugat I membantah atas keterangan 
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saksi yang diajukan oleh penggugat dengan mengajukan bukti saksi dan alat 
bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalilnya. Adapun alah bukti saksi dan surat 
yang diajukan oleh tergugat I dalam persidangan adalah sebagai berikut : 
1. Alat bukti saksi  
Saksi bernama Syaifuddin Zaini kepala Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, menerangkan : 
- Bahwa saksi menjadi kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Dukuh Pakis sejak Juni 2006 
 
- Bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus 
mengisi suratsurat model N.1, N.2, N.3, N.4. dan N.5 bagi yang kurang 
umur 
 
- Bahwa surat model N.1. menjelaskan tentang status yang akan menikah, 
jejaka, duda, perawam, janda atau beristri/bersuami 
 
- Bahwa akta nikah No. 164/37/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 masih ada 
sedangkan berkas-berkas lainnya sudah tidak ada aslinya hanya ada foto 
copinya karena aslinya disita Kepolisian untuk penyidikan, dalam akta 
nikah tersebut status T I jejaka dan status Tergugat II perawan, waktu 
nikah Tergugat I hadir ; pernikahan dilakukan di kantor urusan Agama 
Kecamatan Dukuh Pakis mas kawin Rp. 200.000,-, calin suami, istri dan 
wali menanda tangani Akta Nikah 
 
- Bahwa saksi pernah menyatakan kepada Drs. Sutadji Djaenuri dia 
menyatakan benar pernah mengawinkan Tergugat I dengan Tergugat II 
pada waktu itu Tergugat I hadir dalam perkawinan 
 
2. Alat bukti surat 
- Kutipan Akta Perkawinan No 490.1999 tertanggal 27 Oktober 1999 
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang cocok dengan 
aslinya  
- Surat Ketetapan No Pol. S.TAP/33/I/2007/Dit Reskrimum tertanggal 25 
Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dir. RESKRIMUM POLDA 
METRO JAYA, cocok dengan aslinya  
- Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. SPPP/33/I/2007/Dit 
Reskrimum, tertanggal 25 januari 2007 yang dikeluarkan oleh Dit 




- Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA METRO JAYA dan 
sekitarnya No. Pol B/849/I/2007/Dit Reakrimum tertanggal 25 Januari 
2007 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta , cocok dengam 
aslinya  
- Surat Tanda Teruma laporan No Pol., 4000/K/X/2006/SPK Unit III 
tertanggal 20 Oktoberr 2006, yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan 
Kepolisian Polda Metro Jaya Unit IIII cocok dengan aslinya  
- Surat tertanggal 01 Maret 2007, yang dibuat dan tanda tangan nama Siti 
Maslikah, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya  
- Kutipan Akta Nikah No. 164/37/VI/2002 tertanggal 21 Juni 2002 untuk 
suami yang dibuat dan dkeluarkan oleh KUA Kecamatan. Dukuh Pakis 
Surabaya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya  
- Kutipan Akta Nikah No. 164/37/VI/2007 tertanggal. 21 Juni 2002 untuk 
istri yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukuh Pakis 
Surabaya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya  
- Kutiapn Akta Kelahiran No. 20216/U/V5/2007 tertanggal 6 Juli 2007 
yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tidak dapat dicocokkan dengan 
aslinya.18 
 
Tergugat II dalam perkara ini telah dipanggil secara tetapi tidak pernah 
hadir ke depan persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir 
sebagai wakilnya yang sah, dan hadirnya di persidangan itu disebabkan 
sesuatu halangan yang sah, maka dapat dinilai bahwa Tergugat II tidak akan 
mempergunakan hak bantahannya, karenaya berarti pula tergugat II telah 
membenarkan dalil – dalil yang dikemukakan penggugat maupun tergugat I 
dalam perkara ini.  
Maka Berdarkan atas pertimbangan hakim di atas, sudah jelas terdapat 
unsur kebohongan seperti status agama kependudukan / domisili dan status 
jejaka bagi tergugat I, sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya 
mengabulkan gugatan pengugat dengan membatalkan perkawinan antara 
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tergugat I dan tergugat II dengan akta nikah No. 164/VI/2002 tanggal 21Mei 
2002 yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya. .19 
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ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN  1989 TERHADAP 
PENENTUAN PATOKAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN 
DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA 
 
A. Dasar Penentuan Patokan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan 
Agama  Surabaya 
Dasar hukum dalam menentukan patokan asas personalitas keislaman di 
Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 172 KHI :  
“Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas 
atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru 
lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau 
lingkungannya”1  
 
Pada pasal tersebut menjelaskan tentang kriteria keislaman seseorang 
dalam hal kewarisan, kriteria keislaman seseorang juga dapat dilihat dari 
unsur keislaman pada ahli waris, jadi sama halnya menentukan keislaman 
seseorang berdasarkan patokan asas personalitas keislaman yang tunduk pada 
peradilan agama.2 
Yakni dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Surabaya dalam 
menentukan patokan asas personalitas keislaman yang nantinya pada diri 
seseorang melekat asas personalitas keislaman dengan melihat beberapa 
kriteria sebagai berikut : 
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  Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam 
2
 Sulaiman, hakim Pengadilan Agama Surabaya., wawancara, pada tanggal 20 April 2009 di 




1. Pengakuan :  
 Cukup dengan pengakuan secara lisan tanpa melihat kwalitas keislaman 
seseorang, atau bukti apakah orang tersebut benar melaksanakan ajaran 
Islam atau tidak. 
2. Identitas  
 Dengan melihat kartu identitas yang dimiliki seseorang seperti halnya 
KTP, SIM, dan kartu identitas lainnya yang menyatakan agama Islam. 
3. Amalan 
 Hanya melihat cara beribadah yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga 
perbuatan yang dilakukan adalah berdasarkan hukum Islam, maka pada 
dirinya melekat asas personlitas keislaman.  
4. Kesaksian  
 Dengan melihat beberapa bukti bahwa adanya indikasi seseorang tersebut 
beragama Islam, dan juga mendengar dari kesaksian seseorang lain bahwa 
seseorang tersebut beragama Islam. 
Jadi apabila salah satu ciri di atas telah terpenuhi, maka pada diri 
seseorang telah melekat asas personalitas keislaman dan otomatis perkara 
yang diajukan oleh orang yang mempunyai kriteria minimal salah satu dari 
yang telah disebutkan diatas dalam mengajukan perkara dapat di terima di 




Menurut Ahmad Bisri Mustaqim3 apabila terjadi sengketa antara orang-
orang yang beragama Islam atau non Islam yang pada awalnya melaksakan 
perkawinan berdasarkan hukum Islam apabila terjadi sengketa perceraian 
perkaranya menjadi kewenangan pengadilan agama, karena dalam menentukan 
patokan asas personalitas keislaman berdasarkan pada saat perkawinan 
dilangsungkan sebagaimana telah diatur dalam penjelasan  pasal 49 Undang-
undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 
2006 yang menerangkan bahwa “Asas personalitas keislaman tidak berlaku dalam 
sengketa bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan 
Agama, dimana salah satu pihak (suami atau isteri) keluar dari agama islam”.4  
 
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya 
dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan. 
Undang-undang perkawinan menentukan bahwa perkwinan dapat 
dibatalkan oleh pengadilan jika syarat perkawinan tidak dipenuhi. syarat yang 
dimaksudkan bukan terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga 
syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Jadi apabila salah satu syarat tidak 
terpenuhi, baik syarat itu dari Undang-undang maupun hukum agama maka 
perkawinan tersebut dapat dibatalkan. 
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Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan 
perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat 
melangsungkan perkawinan. Perkawinan antara tergugat I dengan ter\gugat II 
sebagai perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa ada ijin dari Pengadilan 
Agama dan penggugat sebagai istri yang sah sehingga perkawinan tersebut 
dinilai tidak memenuhi ketentuan pasal 3,4,5 Undang – Undang No. 1 tahun 
1974 jo pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena itu 
berdasarkan pasal 22 dan 24 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 71 
Kompilasi Hukum Islam, serta terdapat unsur kebohongan seperti status agama, 
kependudukan / domisili dan status jejaka bagi tergugat I, maka perkawinannya 
dapat di batalkan, hal ini sesuai dengan dengan apa yang telah ditentukan dalam 
Undang-undang.  
Dasar pertimbangan hakim dalam menerima perkara pembatalan 
perkawinan juga berdasarkan pada pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Undang – 
Undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 
2006 jis pasal 25 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 38 ayat ( 1 ) 
Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 74 Kompilasi Hukum Islam. 
Pada pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Undang – Undang No. 7 tahun 1989 
yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan wewenang 
menerima perkara pembatalan perkawinan menegaskan, perkara yang masuk 
dalam kewenangan Pengadilan Agama hanya diantara orang yang beragama 




berperkara tidak beragama Islam begitu juga pihak suami yang melangsungkan 
perkawinan tersebut tidak beragama Islam. Hakim pengadilan agama surabaya 
hanya melihat pada perkara yang diajukan, terlepas pada agama yang telah 
dianut oleh pihak terkait, karena bidang perkawinan merupakan kewenangan 
Pengadilan Agama. 
Dalam mengadili perkara pembatalan perkawinan ini hakim Pengadilan 
Agama Surabaya terlebih dahulu memeriksa beberapa bukti-bukti tertulis dan 
saksi. Setelah melihat bukti-bukti tersebut dan ternyata terbukti bahwa 
perkawinan yang dilakukan antara tergugat I dan tergugat II tidak bedasarkan 
ketentuan hukum yang sah dan terbukti bahwa semua identitas dipalsukan, 
maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan dianggap tidak berkekuatan 
hukum tetap.  
Amar putusan yang telah menyatakan bahwa perkawinannya dapat  
dibatalkan berdasarkan pasal 22 dan 24 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 jo 
pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, menurut pendapat penulis amar putusan 
tersebut akan lebih sempurna apabilah dengan menyatakan perkawinannya tidak 
sah, karena telah terbuki dari alat-alat bukti surat maupun saksi yang 
menerangkan bahwa pada waktu perkawinan tergugat I masih beragama non 
Islam. Jadi disini sudah jelas dapat dilihat bahwa perkawinan antara tergugat I 
dan tergugat II selain merupakan perkawinan poligami yang tidak ada izin dari 




hal itu dilarang oleh Undang-undang dalam pasal  2 Undang-undang No. 1 
tahun 1974 : 
”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu”.  
 
Jadi hakim pengadilan agama surabaya selain berdasarkan pasal 3,4,5 dan 
pasal 22, 24 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 71 Kompilasi Hukum 
Islam, seharusnya juga mengindahkan pasal 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 
dengan menyatakan perkawinan antara tergugat I dan terggugat II dinyatakan 
tidak sah dan batal demi hukum sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam 
Undang-undang.  
C. Analisis Undang-undang No. 7 Tahun 1989   Terhadap Penentuan Patokan 
Asas Personalitas keislaman di Pengadilan Agama Surabaya 
Sebelum menganalisis dan membahas langsung tentang penentuan 
patokan personalitas keislaman di Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu 
kita akan melihat perkara yang diajukan oleh pengguggat yang berupa masalah 
pembatalan perkawinan. Masalah tersebut berawal dari sengketa antara 
penggugat (isteri pertama) dan tergugat I (suami) yang melangsungkan 
perkawinan di Kantor Catatan Sipil karena keduanya sama-sama beragaman 
non Islam.  Dari hasil perkawinannya mereka telah dikaruniai tiga orang anak. 
Kemudian tanpa persetujuan penggugat dan juga tanpa izin dari Pengadilan 




Urusan Agama Dukuh Pakis Surabaya dengan cara memalsukan semua identitas 
dan status tergugat I.  
Karena penggugat merasa dirugikan dan di tipu oleh tergugat I sedangkan 
perkawinan antara tergugat I dan tergugat II merupakan perkawinan poligami 
yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami, 
maka penggugat mengajukan pembatalan perkawinannya ke pengadilan agama 
di tempat mereka melakukan perkawinan. Karena pencatatan perkawinannya 
dilakukan di KUA penggugat mengajukan di pengadilan agama. 
Menurut ketentuan pasal 25 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 
38 PP. No. 9 tahun 1975 yang merupakan penjelasan Undang-undang  No. 1 
tahun 1974, istri berhak mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan 
terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin dari isteri dan pengadilan, 
di tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat suami istri berada. 
Sedangkan khusus bagi orang yang beragama islam hanya dapat diajukan ke 
pengadilan agama sesui dengan pasal 74 Kompilasi Hukum Islam. Bertolak 
belakang dengan teori di atas penggugat non muslim mengajukan perkara 
pembatalan perkawinan di pengadilan agama seperti yang telah terjadi di 
pengadilan agama Surabaya.  
Pengadilan agama surabaya dalam menerima perkara pembatalan 
perkawinan dari penggugat non muslim berdasarkan asas personalitas 
keislaman, dengan hanya melihat pada pengakuan keislamannya, identitas, 




apabila penggugat telah memenuhi salah satu syarat diatas maka perkara 
tersebut termasuk wewenang pengadilan agama. Tidak hanya itu karena 
pencatatan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka yang 
berhak dan berwenang membatalkan pekawinannya adalah pengadilan agama.  
Menurut pendapat penulis penerimaan perkara pembatalan perkawinan 
dari penggugat dan tergugat non muslim  di Pengadilan Agama Surabaya 
berdasarkan pada saat terjadinya hubungan hukum. Apabila perkawinannya 
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan 
Agama (KUA) maka kewenangan untuk mengadili dan memutuskan 
perkawinannya juga ada di Pengadilan Agama. Sebaliknya, apabila 
perkawinannya dilakukan tidak berdasarkan hukum Islam dan telah dicatatkan 
di Kantor Catatan Sipil (KCS) maka wewenang untuk mengadili dan 
memutuskan hubungan hukum tersebut adalah Pengadilan Negeri, seperti yang 
telah diungkapkan oleh Roihan A. Rasyid, ”lingkungan Peradilan Umum tidak 
mampu untuk mengotak-atik akta nikah yang tercatat di PPN atau KUA, 
sebaliknya lingkungan Peradilan Agama tidak mampu mengutak-atik akta 
perkawinan yang tercatatdi Kantor Catatan Sipil (KCS)”.5\ 
Jadi dalam hal penerimaan perkara dari penggugat dan tergugat non 
muslim di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan pada saat terjadinya 
hubungan hukum tidak bertentang dengan dengan ketentuan Undang-undang, 
hal ini sesuai dengan surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang 
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ditujukan kepada Ketua pengdilan tinggi ujung pandang. Isik pokoknya 
menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang 
tidaknya pengadilan agama adalah ”hukum yang berlaku waktu pernikahan 
dilangsungkan”.6  
Selanjutnya penentuan patokan asas  personalitas keislaman di Pengadilan 
Agama Surabaya berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama kurang sempurna, sebenarnya menurut ketentuan Undang-
undang No. 7 tahun 1989 dalam menentukan asas personalitas Keislaman,  
minimal dua hal  yang harus terpenuhi, baik dari ketentuan umum atau 
ketentuan pada saat terjadinya hubungan hukum. Dalam ketentuan umum harus 
terpenuhi dua syarat yaitu :  
1. Pengakuan keislaman tanpa melihat kwalitas keislamannya. 
2. Identitas keislaman  
Syarat yang kedua dalam ketentuan umum tersebut diorientasikan untuk 
membuktikan pengakuan bahwa dirinya beragama Islam. Identitas keislaman 
tersebut dapat dibuktikan dengan KTP, SIM atau surat keterangan lainnya yang 
menyatakan bahwa dirinya adalah beragama Islam. 
 Selanjutnya, patokan yang kedua pada saat terjadinya hubungan hukum juga 
harus memenuhi minimal dua syarat berikut : 
1. Patokan pada saat terjadinya hubungan hukum. 
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2. Hubungan hukum yang dilakukan selama perkawinan berdasarkan hukum 
Islam. 
   Jika dua syarat ketentuan umum atau  dua syarat pada saat terjadinya 
hubungan hukum tersebut sudah terpenuhi, maka pihak terkait telah memenuhi 
asas personalitas keislaman.  
Jadi dapat disimpulkan penerimaan pekara pembatalan perkawinan dari 
penggugat dan tergugat non muslim tidak bertentangan dengan kewenangan 
absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara. Akan 
tetapi penentuan Patokan asas personalitas keislamannya kurang sempurna 










Demikianlah skripsi ini, setelah penulis memaparkan mulai dari permasalahan  
yang ada sampai dengan melakukan penelitian untuk menjawab masalah tersebut 
pada isi skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :  
A. Kesimpulan  
1. Kententuan patokan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama 
Surabaya hanya dilihat dari pengakuan, identitas, amalan, kesaksian seseorang 
dan pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama 
beragama Islam serta perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.  
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pembatalan perkawinan 
berdasarkan pada pasal 3,4,5 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 56 
dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 22 dan 24 Undang – Undang No. 1 
tahun 1974 jo pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan 
apa yang telah ditentukan oleh undang-undang yang belaku, hanya saja tidak 
mengindahkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai dasar 
pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut, karena telah terjadi 
perkawinan beda agama yang hal itu dilarang dalam Islam berdasarkan al-






3. Penentuan patokan asas personalitas  keislaman di Pengadilan Agama 
Surabaya menurut ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama kurang tepat, seharusnya dalam menentukan patokan asas 
personalitas keislaman minimal harus terpenuhi dua syarat ketentuan umum 
yaitu : pengakuan, identitas atau dua syarat  ketentuan pada saat terjadinya 
hubungan hukum yaitu : pada saat terjadi hubungan hukum harus berdasarkan 
hukum islam dan hubungan hukum yang dilakukan selama perkawinan harus 
juga berdasarkan hukum islam.  
 
B. Saran 
1. Terhadap mengadilan agama dalam menerima perkara tidak boleh langsung 
menolak begitu saja perkara yang diajukan oleh penggugat akan tetapi di 
periksa terlebih dahulu tentang kewengan untuk mengadilinya. 
2. Penentuan patokan asas personalitas keislaman harus memenuhi ketentuan 
yang ada pada Undang-undang No. 7 tahun 1989, karna hal ini merupakan 
suatu yang pertama dan utama pada asas Peradilan Agama. 
3. Sebaiknya pihak KUA lebih  berhati-hati dalam menikahkan seseorang, 
sebelum menikahkan seseorang harus di periksa dengan sungguh-sungguh 
status orang yang mau menikah agar tidak terjadi perkawinan beda agama 
yang menyebabkan perkawinannya batal demi hukum seperti yang dijelaskan 
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